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NITA YUDASARI YUSUF (B111 11 311), dengan judul “Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis Multi 
Level Marketing (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014)”. 
Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Dara 
Indrawati selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan: mengetahui peranan korban dalam terjadinya 
kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing dan 
mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 
penipuan bermodus bisnis multi level marketing. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan mengambil data dan 
melakukan wawancara yang terkait dengan permasalahan. Penulis juga 
melakukan observasi dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk 
kuisioner kepada beberapa masyarakat Kota Makassar, serta mengambil 
data kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku, serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) peranan korban dalam terjadinya 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM merupakan kelalaian korban itu 
sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) ingin 
mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cepat; b) terlalu mudah 
percaya dengan iming-iming orang lain; c) ketidaktahuan dalam 
membedakan bisnis MLM yang legal dan bisnis bermodus MLM; d) tingkat 
ekonomi dan pendidikan yang rendah. (2) bentuk perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan penipuan bermodus MLM diberikan oleh pihak 
kepolisian dalam bentuk informasi tentang perkembangan kasus, 
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya regulasi 
yang dibuat berkenaan dengan bisnis MLM dengan sistem penjualan 
langsung, dan perlindungan yang diberikan oleh APLI dalam bentuk kode 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan 
kesejahteraan umum. Hal ini terdapat di dalam Alinea Keempat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk 
mewujudkan terciptanya kesejahteraan umum, sudah sepatutnya 
pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja agar setiap 
masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada 
kenyataannya lapangan kerja di Indonesia masih kurang sehingga masih 
banyak pengangguran di Indonesia yang menyebabkan terjadinya 
kesenjangan ekonomi. 
Melihat keadaan ini, masyarakat yang memiliki ide kreatif mencoba 
untuk membuat usaha sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Oleh 
karena itu, penciptaan lapangan kerja dewasa ini tidak hanya diupayakan 
oleh pemerintah, tetapi juga telah banyak diupayakan oleh masyarakat. 
Hal ini dikarenakan pada dasarnya kehidupan manusia tidak terlepas dari 
berbagai macam kebutuhan, sehingga seseorang harus bekerja demi 
memperoleh penghasilan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan 
tersebut yang tentunya memerlukan biaya yang besar. 
 Sumbangsih masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru 
dapat dilihat dari ide kreatif membuat usaha dalam bidang bisnis. Salah 
satu variasi bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis Multi Level 
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Marketing (selanjutnya disebut MLM). Bisnis MLM merupakan bisnis yang 
bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan 
sistem MLM sebagai strategi bisnisnya, di mana sebuah induk perusahaan 
dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan 
orang-orang bisnis yang independen.1 
Perkembangan industri bisnis MLM di Indonesia memberi dampak 
positif bagi kemajuan perekonomian nasional terutama bagi masyarakat 
yang tidak memiliki pekerjaan tetap karena dengan keikutsertaannya 
dalam bisnis MLM masyarakat bisa memperoleh penghasilan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa usaha MLM yang dikenal baik 
seperti CNI, Amway, Oriflame, Sophie Martin, Tupperware, Herbalife, dan 
lain-lain diyakini sebagai bisnis yang legal karena memiliki Surat Izin 
Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan merupakan anggota Asosiasi 
Penjualan Langsung Indonesia (APLI), serta usahanya telah berlangsung 
selama bertahun-tahun dan produk-produknya pun memang sangat 
diterima di masyarakat.  
Akan tetapi, hadirnya bisnis MLM yang legal ini dimanfaatkan oleh 
beberapa oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat praktik 
bisnis yang illegal dengan mengatasnamakan MLM sebagai modus 
usahanya. Tindakan para oknum yang mendirikan usaha yang bermodus 
MLM ini merupakan suatu kejahatan penipuan yang telah menimbulkan 
kerugian yang besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari praktik 
bisnis ilegal ini. Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui 
                                                          
1
David Roller, Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
1995), hlm. 3.   
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berita-berita terungkapnya kasus penipuan bermodus MLM melalui media 
massa umumnya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis MLM dengan 
bisnis bermodus MLM sehingga cenderung menyamaratakan keduanya.  
Bisnis bermodus MLM yang paling banyak terjadi adalah money 
game atau penggandaan uang dengan sistem piramida. Adapun aturan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) 
yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus MLM adalah Pasal 372-
Pasal 377 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 
378-Pasal 395 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan, 
ketentuan di luar KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya 
dengan pidana yang lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8//2008 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem 
Penjualan Langsung. 
Pada umumnya bisnis bermodus MLM ini merupakan suatu 
kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 
378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah:2 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama 
palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat 
                                                          
2
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkapnya 
Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 260. 
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maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk 
orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau 
menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” 
 
Bisnis bermodus MLM ini tentu saja menimbulkan korban yang 
tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga mengalami 
penderitaan psikis maupun mental. Untuk itu diperlukan suatu 
perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak korban dalam penegakan 
hukum pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
dan Pancasila yang dengan tegas mengisyaratkan pentingnya 
perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.  
Kenyataannya, korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang 
paling menderita akibat suatu kejahatan seringkali tidak memperoleh 
perlindungan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang-
undang. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kejahatan dianggap 
sudah cukup memberi perlindungan kepada korban karena pelaku tidak 
meresahkannya lagi, sebab sudah berada di dalam tahanan. Namun, hal 
tersebut sebenarnya belum cukup untuk korban karena masih banyak 
hak-hak korban yang belum kembali seperti saat belum terjadinya 
kejahatan. Jadi, memidanakan pelaku kejahatan belum cukup untuk 
memberi perlindungan hukum kepada korban karena korban sebagai 
pihak yang paling menderita mengalami kerugian materiil dan penderitaan 
psikis akibat dari perbuatan pelaku yang tentu saja harus dipulihkan 
seperti keadaan semula. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui media elektronik 
dan media cetak, bisnis bermodus MLM ini sangat marak terjadi di kota-
kota besar di Indonesia terutama di Kota Makassar. Salah satu contoh 
bisnis bermodus MLM ini adalah bisnis investasi dengan nama 
perusahaannya Go Director Club (GDC), di mana fokus dari bisnisnya 
adalah dengan menghimpun dana (uang) dari masyarakat atau dapat 
disebut investasi dana.3 
Investasi dana ini dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah 
uang sebagai modal dan uang tersebut akan kembali dalam jumlah yang 
lebih besar jika korban mampu menarik dan memasukkan satu atau lebih 
member (anggota) dan akan mendapatkan bonus pasangan atau bonus 
titik. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya jumlah 
orang yang mengikuti bisnis investasi ini serta bertambahnya jumlah uang 
yang disetor, modal yang disetor korban tidak pernah kembali dan bonus 
yang dijanjikan oleh pelaku tidak kunjung diberikan. Akhirnya para korban 
yang berinvestasi dana ini menuntut pelaku dengan mendatangi kantor 
investasi tersebut, namun pelaku tidak bisa mengembalikan modal para 
korban. Perbuatan pelaku ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi 
para korban karena telah menyetorkan uang yang banyak namun uang 
tersebut bukannya kembali dalam jumlah yang lebih besar malah tidak 
kembali sama sekali. 
                                                          
3
http://makassar.tribunnews.com/2014/05/26/besok-korban-penipuan-mlm-gdc-bersaksi-di-
pengadilan (diakses tanggal 15 September 2014, pukul 16.35 WITA) 
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Tampak dari contoh kasus di atas, bahwa bisnis investasi dana dari 
perusahaan Go Directur Club (GDC) tersebut bukanlah merupakan bisnis 
MLM, melainkan bisnis investasi yang bermodus MLM dikenal pula dalam 
istilah money game atau penggandaan uang. Sehingga dalam hal ini telah 
terjadi kejahatan penipuan. 
Berdasarkan gambaran di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh 
tentang bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, sehingga penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis Multi Level Marketing (Studi 
Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014).” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan 
bermodus bisnis  Multi Level Marketing di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 
penipuan bermodus bisnis Multi Level Marketing di Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan memahami peranan korban dalam terjadinya 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM di Kota Makassar. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM di Kota 
Makassar. 
D.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 
pembahasan mengenai viktimologi dan kejahatan penipuan serta 
dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-
penulisan yang terkait dengan viktimologi dan kejahatan penipuan. 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang saat ini banyak terjadi 
dalam masyarakat. 
3. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 
mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah 
penipuan pada umumnya dan khususnya dalam memahami faktor 
penyebab serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban 












1.  Pengertian Viktimologi  
Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban 
kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-
pemikiran brilian dari Hans von Henting, seorang ahli kriminologi pada 
tahun 1914 serta Mendelsohn pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini 
sangat memengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.4 
Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yaitu victimology yang 
berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang 
berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah 
manusia sebagai suatu kenyataan sosial.5 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena 
tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian 
tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Sedangkan 
yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau 
                                                          
4
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara 
Norma dan Realita, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 35 
5
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu,  2010), hlm. 43 
9 
 
tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang 
secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.6 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini 
membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:7 
1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional;  
2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan  
3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau 
disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. 
Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk 
pula korban kecelakaan dan bencana alam. 8 
Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan.Pada 
awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase 
ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, 
viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi 
meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general 
victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, 
                                                          
6
 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit., hlm. 34. 
7
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 40.  
8
Rena Yulia, op.cit, hlm. 44. 
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yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan 
dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new 
victimology.9 
Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-
akibat timbulnya korban yang mencakup semua aspek mengenai korban 
dalam kehidupannya masing-masing. 
2.  Ruang Lingkup Kajian Viktimologi  
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan 
korban pada terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana.10 
Selain itu, menurut Muladi viktimologi bertujuan untuk:11 
1. menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi; 
3. mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
 
Menurut  J. E Sahepaty ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu 
victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 
                                                          
9
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit., hlm. 35 
10
Ibid., hlm. 43. 
11
Ibid, hlm. 43. 
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termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban 
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.12 
Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian 
viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB Kelima di Geneva tahun 
1975 dan Kongres Keenam tahun 1980 di Caracas, yang meminta bahwa 
korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya kejahatan 
konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan lainnya 
tetapi juga kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara terorganisasi 
dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan terpandang 
di masyarakat, seperti terorisme, pembajakan, pencemaran lingkungan, 
perlindungan konsumen, perbankan, dan kejahatan-kejahatan lain yang 
biasa dikenal sebagai organized crime, white collar crime, dan korupsi.13 
Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita 
adalah sebagai berikut:14 
1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;  
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;  
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dan sebagainya;  
4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;  
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha preventif, represif, tindak lanjut (ganti 
kerugian); dan  
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.  
 
Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama yang 
membedakannya adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami 
                                                          
12
Ibid, hlm. 25. 
13
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit., hlm. 44. 
14
Arif Gosita, op.cit., hlm. 39.   
12 
 
suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak 
korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. 
Sebabnya, tidak ada/timbul criminal victimization (viktimisasi) atau 
kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-
masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu 
interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal 
atau kriminalitas.15 
Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 
penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak 
tertentu dan dari kepentingan tertentu.  
Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 
fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 
Lebih lanjut J.E Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi 
yang meliputi:16 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional;  
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup;  
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orang tuanya sendiri;  
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 
obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran, dan 
lain-lain;  
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 
menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan 
                                                          
15
Ibid, Hal. 39.   
16
Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 22.   
13 
 
maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-
undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi 
kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya.  
 
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-
struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam 
viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak 
yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial. 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:17 
1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum; 
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana; 
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban.  
Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan 
mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:18 
                                                          
17
Rena Yulia, op.cit, hlm. 39 
18
Arif Gosita, op.cit., hlm. 41-43 
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1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu akan diciptakan pengertian-pengertian 
etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha 
yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi 
dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal 
diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.  
2. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti 
lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya 
tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 
peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta 
pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya 
pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi 
menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka 
yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi 
suatu viktimisasi.  
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka.  Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-
struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik 
dan agar menjadi lebih waspada.  
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia 
ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan 
untuk keuntungan sendiri.  
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.  
 
Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara 
yang mempunyai hak asasi dan kewajiban yang sama dan kedudukan 
yang seimbang dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, viktimologi 
15 
 
bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum, seperti aparat 
kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. 
Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui 
latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana 
modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan 
aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.19 
Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 
pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan 
diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai 
korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.20 
Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan 
yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya 
viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 
kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 
tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap 
pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim 
dapat mempertimbangkan berat ringan yang akan dijatuhkan pada 
                                                          
19
Dikdik M. Arief Mansur  dan Elisatris Gultom, op.cit. hlm. 66. 
20
Ibid, hlm. 66. 
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terdakwa dengan melihat pada seberapa besar penderitaan yang dialami 
oleh korban pada terjadinya kejahatan.21 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 
menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, maka yang disebut 
korban adalah: 
1. Setiap orang; 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;  
3. Kerugian ekonomi; 
4. Akibat tindak pidana.. 
Pengertian tentang korban banyak dikemukakan oleh para ahli 
tergantung dari sudut pandangnya dalam melihat korban. Adapun 
berbagai pengertian tentang korban yang dikemukakan oleh para ahli dan 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sebagian 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Arief Gosita 
“Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
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Ibid, hlm. 66. 
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kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 




“Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 
fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial 
terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan ataupun 
omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, 
termasuk penyalahgunaan kekuasaan.” 23 
 
c. Van Boven 
 
“Korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah 
menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap 
hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena 
kelalaian (by omission).” 24 
 
d.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran 
HAM yang Berat 
“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.” 
 
 
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga 
“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” 
 
f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi 
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Arief Gosita, op. cit, hlm. 63. 
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Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op. cit., hlm. 47. 
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Rena Yulia, op.cit., hlm. 50. 
18 
 
“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, 
kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 
perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.” 
 
Dengan mengacu pada beberapa pengertian korban di atas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau 
kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya 
ataupun kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya 
keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang 
yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.25 
2. Tipologi Korban 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, 
yaitu:26 
a. Nonparticipating victims, adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
b. Latent or predisposed victims, adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu. 
c. Provocative victims, adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
d. Participating victims, adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban. 
e. False victims, adalah mereka yang menjadi korban karena 
perbuatan yang dibuatnya sendiri. 
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Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban 
itu sendiri, maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu 
menjadi tujuh bentuk, yaitu:27 
a. Unrelated victims, adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 
Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di 
pihak pelaku.  
b. Provocative victims, merupakan korban yang disebabkan oleh 
peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. 
Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban 
dan pelaku secara bersama-sama. 
c. Participating victims. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti 
ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku. 
d. Biologically weak victims, adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 
e. Socially weak victims, adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya 
secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. 
f. Self victimizing victims, adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
g. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik.  
 
Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu 
sebagai berikut.28 
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a. Primary victimization, yaitu yang menjadi korban adalah individu 
perorangan (bukan kelompok). 
b. Secondary victimization, yaitu yang menjadi korban adalah 
kelompok, misalnya badan hukum.  
c. Tertiary victimization, yaitu yang menjadi korban adalah 
masyarakat luas.  
d. Mutual victimization, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika. 
e. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk. 
 
3. Hak-Hak dan Kewajiban Korban 
Hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan 
kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab 
fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan 
kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu 
peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara 
yuridis ilmiah. 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam 
terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki 
hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak umum yang 
disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan meliputi:29 
a. hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang 
dialaminya; 
b. hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; 
c. hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; 
d. hak untuk memperoleh bantuan hukum; 
e. hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; 
f. hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis; 
g. hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari 
tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan; 






h. hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi 
berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; 
i. hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti 
merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya. 
 
Selain itu, hak-hak korban juga termuat dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
yang menyatakan bahwa korban berhak untuk: 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanannya;  
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;  
d. Mendapat penerjemah;  
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;  
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;  
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;  
i. Mendapat identitas baru;  
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;  
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan;  
l. Mendapat nasihat; dan/atau  
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir.  
 
Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara 
memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan hingga hak atas 
pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban 
kejahatan diabaikan karena melalui peran korban dan keluarganya 
diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. 
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Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, 
antara lain:30 
a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim 
sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan); 
b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan 
terulangnya tindak pidana; 
c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai 
mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang; 
d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu 
berlebihan kepada pelaku; 
e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang 
menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban 
dan keluarganya; 
f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang 
berkepentingan dalam upaya penganggulangan kejahatan; 
g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk 
tidak menjadi korban lagi. 
 
Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi 
korban juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam 
implementasinya. Dengan melihat beberapa hak dan kewajiban korban 
yang telah dipaparkan di atas, masyarakat diharapkan dapat memahami 
bahwa korban juga memiliki hak-hak yang harus dihormati seperti 
layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. 
Begitu juga dengan pelaku kejahatan, mereka juga memiliki hak untuk 
tidak mendapat perlakuan main hakim sendiri, sehingga jika masyarakat 
mengetahui pelaku kejahatan diharapkan tidak main hakim sendiri dan 
menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang. 
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4. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan 
Peran yang dimaksud adalah sikap dan keadaan diri seseorang 
yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat 
memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.  Suatu kejahatan tidak akan 
terjadi jika tidak ada korban kejahatan yang merupakan partisipan utama 
dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan 
kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban. 
Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban 
“murni” dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenarnya. 
Korban tidak bersalah, hanya semata-mata sebagai korban, kemungkinan 
penyebabnya adalah karena kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, 
kelemahan korban atau mungkin karena ketidakberuntungan korban. 
Selain itu, dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi 
warganya.  
Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun 
faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak 
“murni”. Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, bahkan 
sekaligus menjadi pelakunya, misalnya penyalahgunaan obat terlarang 
dan aborsi. Lebih lanjut tentang masalah ini Henting beranggapan bahwa 
peranan korban dalam menimbulkan suatu kejahatan adalah:31 
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi;  
b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;  
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c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 
sama antara si pelaku dan si korban;  
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi dari si korban.  
 
Sementara itu, Stephen Schafer juga mengatakan bahwa dilihat 
dari peranan korban dalam terjadinya kejahatan terdapat empat tipe 
korban, yaitu:32 
a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap 
menjadi korban.  
Untuk tipe ini kesalahan ada pelaku. 
b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu 
yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk 
tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam 
terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku 
dan korban. 
c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi 
korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau 
mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya 
merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban 
dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang 
harus bertanggung jawab. 
d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang 
dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, 
perjudian, zina merupakan beberapa kejahatan yang tergolong 
kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban 
karena ia juga sebagai pelaku. 
 
Selanjutnya menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat 
kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:33 
a. Yang sama sekali tidak bersalah;  
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;  
c. Yang sama salahnya dengan pelaku;  
d. Yang lebih bersalah dari pelaku;  
e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
 
                                                          
32
 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,op.cit., hlm. 50. 
33 
Ibid, hlm. 80. 
25 
 
Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal 
sebagai berikut:34 
a. Apa yang dilakukan pihak korban; 
b. Bilamana dilakukan sesuatu; 
c. Di mana hal tersebut dilakukan. 
. 
Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak 
sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, 
bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi 
positif atau negatif, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada 
saat kejahatan tersebut berlangsung. 
Sebenarnya peranan korban dalam terjadinya kejahatan juga dapat 
dilihat dari hubungan korban dengan pelaku. Apakah mereka saling 
mengenal atau tidak. Dalam hal korban dan pelaku tidak memiliki 
hubungan atau tidak saling kenal, biasanya kejahatan terjadi karena pihak 
korban yang merangsang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan, 
misalnya korban memakai perhiasan yang mencolok ke pasar sehingga 
memicu pelaku untuk merampasnya. Dalam hal korban dan pelaku 
memiliki hubungan sebelumnya atau saling kenal, dapat dikaji melalui 
hubungan darah, persaudaraan, famili, kekeluargaan, sahabat, teman, 
pacar, rekan bisnis, dan sebagainya, juga tak terlepas dari terjadinya 
suatu kejahatan, misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual 
yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga ataupun pacar, dan 
bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta 
warisan serta kekuasaan. 
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Sementara itu G. Widiartana menjelaskan hubungan korban dan 
pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku sebagai berikut:35 
a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi 
sasaran atau objek perbuatan pelaku.  
b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak 
secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga 
mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan 
terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab 
menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki 
tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan 
anaknya itu merupakan korban tidak langsung.  
C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan (crime) sangatlah beragam, tidak ada definisi 
baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan. Munculnya 
perbedaan dalam mengartikan kejahatan disebabkan perspektif orang 
dalam memandang kejahatan sangat beragam, di mana perumusan 
kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan 
dirumuskan. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu 
diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. 
Secara etimologi, Abdul Wahid mendefinisikan kejahatan adalah 
bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Di 
mana kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang 
sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.36 
Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang 
tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak 
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ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat 
itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas 
kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena 
kelakuan tersebut.37 
R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, 
pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang 
bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau 
tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan 
ketertiban.38 
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu 
dan masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan 
berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu, maka dapat 
dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang 
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan 
kegoncangan dalam masyarakat. 
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Arif Gosita, mengemukakan definisi kejahatan sebagai berikut:39 
“Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Di 
mana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang 
hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan 
penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak 
atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi 
dan kondisi tertentu”. 
 
A. S. Alam dalam bukunya membagi definisi kejahatan ke dalam 
dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from 
the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat.40 
Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam 
KUHP, perumusan kejahatan menurut KUHP adalah semua bentuk 
perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. 
Sementara itu, Muhadar meninjau kejahatan dari beberapa segi, 
yaitu:41 
1. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis; 
2. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; 
3. Tinjauan kejahatan secara kriminologis; 
4. Tinjauan kejahatan secara viktimologis; 
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Tinjauan kejahatan secara formal yuridis, yaitu suatu perbuatan 
harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang 
dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu 
unsur tidak terpenuhi, maka itu dikategorikan bukan termasuk delik atau 
perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah 
suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.42 
Tinjauan kejahatan secara sosiologis, yaitu kejahatan merupakan 
suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak 
nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat 
yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan 
umum.43 
Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya 
peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-
pasal KUHP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya. Tinjauan 
secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada 
tempat dan waktu sesuai perasaan hukum  yang hidup dalam masyarakat. 
Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas 
maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi 
segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan 
untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan 
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dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit 
meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang 
melakukan kejahatan.44 
Tinjauan kejahatan secara viktimologis, unsur-unsurnya tidak hanya 
meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan 
kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang 
terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala 
aspeknya.45 
Jadi berdasarkan beberapa pengertian kejahatan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerugian pada masyarakat, bukan hanya yang dilarang atau 
diatur dalam undang-undang tetapi juga perbuatan yang menurut 
masyarakat tercela dan melanggar norma-norma yang hidup dalam 
masyarakat. Di mana terjadinya kejahatan ini sangat erat kaitannya 
dengan peranan korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaku 
melakukan kejahatan. 
2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur 
tersebut menurut  Sutherland adalah sebagai berikut:46 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang. 
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3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP atau undang-undang dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
 
Sementara itu menurut Kimball, unsur-unsur (elemen) kejahatan itu 
adalah:47 
1. Harus ada seorang pelaku; 
2. Harus ada maksud jahat; 
3. Penyebab melakukan perbuatan; 
4. Menimbulkan kerugian atau bahaya; 
5. Dengan menggunakan cara tertentu; 
6. Pembuat hukum yang memutuskan bahwa keadaan ini untuk 
pengenaan denda, penjara, atau kematian sebagai hukuman 
bagi pelaku (adanya ancaman hukuman). 
 
Sedangkan menurut B. Simandjuntak, prinsip umum kejahatan 
harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:48 
1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam 
ketentuan pidana; 
3. Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat; 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di 
dalam undang-undang. 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan jika memuat unsur-
unsur, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud 
jahat yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, di mana 
perbuatan dan kerugian itu telah diatur di dalam KUHP ataupun undang-
undang yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman bagi orang yang 
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melakukan perbuatan itu. Selain unsur tersebut, dapat pula ditambahkan 
bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila oleh 
masyarakat hal itu dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. 
Jadi, apabila perbuatan itu tidak diatur di dalam KUHP atau undang-
undang tetapi dianggap tercela oleh masyarakat maka perbuatan itu juga 
merupakan kejahatan yang akan dikenakan sanksi moral oleh 
masyarakat. 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Suatu perbuatan dapat dicegah sebelum menjadi suatu kejahatan, 
untuk mencegah bertambahnya kejahatan di dalam suatu masyarakat, 
maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Upaya 
penanggulangan kejahatan (criminal prevention) empirik terdiri atas 3 
(tiga) bagian pokok, yaitu:49 
1. Pre-Emtif  
Upaya pre-emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam 
diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi 
dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; 
Niat+Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah 
malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 
Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.  
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
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terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif ini yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi 
kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan ditutup.  
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
 
Soedarto dengan lebih rinci berpendapat bahwa pencegahan 
terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu 
pencegahan langsung dan tidak langsung sebagai berikut:50 
1. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara:  
a. Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan 
kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi, 
dll; 
b. Penjagaan atau patroli; 
c. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi; 
d. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial; dan 
e. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna. 
2. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa:  
a. Penyuluhan/pendidikan/pembinaan moral; dan 
b. Pembinaan kesan adanya suatu pengawasan.  
 
Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan 
dapat ditempuh dengan:51 
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);  
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan  
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan 
dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of 
society on crime and punishment/mass media).  
 
Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis 
besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat 
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jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. 
Peter Hoefnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam poin (b) dan 
(c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.52 
Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih 
menitikberatkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan 
jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum 
kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 
non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka 
sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain berpusat pada masalah-masalah 
atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung 
dapat menimbulkan kejahatan.53 
D. Kejahatan Penipuan  
1. Pengertian Kejahatan Penipuan  
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 
terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni 
menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. 
a. Menurut Pengertian Bahasa  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu 
berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur 
(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, 
mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara 
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menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang 
terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut 
dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan 
sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak 
jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali 
orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.54 
b. Menurut Pengertian Yuridis  
Pengertian kejahatan penipuan dengan melihat dari segi hukum 
sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. 
Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan 
hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 
dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. 
Penipuan menurut Pasal 378 KUHP  dirumuskan sebagai berikut:55 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama 
palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat 
maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk 
orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau 
menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” 
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung 
dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi 
mengemukakan pengertian penipuan bahwa:56 
“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian 
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kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun 
demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan 
benar”. 
 
Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas 
bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau 
serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya 
karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang 
melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, 
tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan 
kenyataannya karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang 
menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan 
nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu 
pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 
perkataannya. 
2. Unsur-Unsur  Kejahatan Penipuan  
Kejahatan penipuan dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXV. 
Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 
dalam Pasal 378-Pasal 395 KUHP, masing-masing pasal mempunyai 
nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama 
bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan 
curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan 
tersebut di atas, maka kejahatan penipuan memiliki unsur pokok, yakni: 
1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum 
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“Dengan maksud” diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku artinya 
pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah 
tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih 
membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. 
Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk 
menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus 
mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus 
bersifat melawan hukum. 
2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan 
(nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan 
rangkaian kebohongan) 
Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai kejahatan ditentukan oleh 
cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk 
menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:57 
a) Nama Palsu 
Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan 
nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya 
kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain 
yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat  
dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit 
dusta. 
b) Tipu Muslihat 
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan 
kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu 
kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan 
melainkan perbuatan atau tindakan.  
c) Martabat/Keadaan Palsu 
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Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana 
seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam 
suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak 
kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. 
d) Rangkaian Kebohongan 
Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat 
penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 
Maret 1926 bahwa:58 
“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian 
rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang 
lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu 
gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” 
 
Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara 
tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima 
secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu 
memperkuat atau membenarkan kata orang lain. 
3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau 
memberi utang, atau menghapus piutang 
Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak 
dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam 
Arrest Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:59 
“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya 
yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. 
Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan 
alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa 
menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya 
alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk 
menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut 
terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan 
dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut 
menyerahkan sesuatu barang”. 
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Adapun unsur-unsur kejahatan penipuan menurut Moeljatno adalah 
sebagai berikut:60 
1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk 
menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau 
menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya 
dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak 
selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga bisa kepunyaan 
orang lain. 
2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau 
orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya 
adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu. 
3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk 
menyerahkan barang itu dengan jalan: 
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.  
b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal 
yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.  
 
Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka secara 
yuridis kejahatan penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:  
1. Unsur subjektif, yaitu berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang 
lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kalimat 
“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum”, dan 
2. Unsur objektif yang terdiri atas : 
a. Unsur barang siapa; 
b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda 
atau memberi utang atau menghapuskan piutang; dan 
c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama 
palsu/martabat palsu/sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.  
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Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai 
pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan 
pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar 
pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur 
kejahatan penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini 
misalnya dalam konteks pembuktian unsur subjektif karena pengertian 
kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup 
makna willen en wites (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat 
dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah: 
a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum. 
b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan 
orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau 
memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik). 
c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk 
menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau 
memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah 
dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu 
muslihat atau rangkaian kebohongan.  
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka 
seseorang dapat dikatakan telah melakukan kejahatan penipuan 
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur 
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yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi sehingga pelaku 
kejahatan penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. 
E. Multi Level Marketing (MLM) 
1. Pengertian Multi Level Marketing (MLM) 
Multi Level Marketing atau sering disingkat MLM, terdiri dari tiga 
kata, yaitu Multi yang berarti “banyak”, Level yang berarti “berjenjang” atau 
“bertingkat”, sedangkan Marketing  berarti “pemasaran”. Jadi Multi Level 
Marketing adalah pemasaran barang dan jasa dalam bentuk berjenjang 
atau bertingkat. 
Dikatakan “Multi Level” karena organisasi distributor dalam hal ini 
penjualnya berjenjang banyak, organisasi distributor bertingkat, tidak 
sekadar satu tingkat atau dua tingkat, banyak tingkatnya, banyak 
jenjangnya. Seseorang yang menjadi distributor maka ia dapat mengajak 
orang lain untuk turut serta sebagai distributor pula. Kemudian orang 
tersebut dapat pula mengajak orang lain untuk ikut bergabung, begitu 
seterusnya.  Semua orang yang diajak dan ikut bergabung merupakan 
kelompok distributor. Mengajak tersebut tidak terbatas sampai berapa 
tingkat atau sampai berapa level pun bebas tanpa dibatasi.61 
Oleh karena anggota tersebut semakin banyak, sehingga menjadi 
sebuah jaringan kerja, sehingga MLM disebut juga Network Marketing 
yang merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa lewat suatu 
jaringan atau orang-orang yang independen, kemudian orang-orang ini 
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akan mensponsori orang-orang lain untuk membantu meneruskan lewat 
satu atau beberapa tingkat pemasukan. MLM juga disebut sebagai bisnis 
penjualan langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Direct 
Selling. Hal ini dikarenakan pada penjualan produk MLM dilakukan secara 
langsung kepada konsumen, tidak melalui perantara, tetapi langsung 
kepada pembeli.62 
Peter Clotier merumuskan MLM merupakan suatu cara atau 
metode menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui 
jaringan yang dikembangkan oleh para distributor yang memperkenalkan 
para distributor berikutnya.63 
2. Ciri Bisnis Multi Level Marketing (MLM) 
Sistem MLM diakui sebagai sistem yang baik sehingga perusahaan 
MLM diterima sebagai anggota Asosiasi Penjual Langsung Indonesia 
(APLI), yaitu asosiasi nasional dari perusahaan penjualan langsung di 
Indonesia dan satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh World 
Federation of Direct Selling Association (WFDSA). 
Ciri utama dari bisnis MLM adalah mengajak orang lain untuk ikut 
bergabung menjadi anggota di dalam perusahaan. Di mana orang yang 
bergabung ini akan menjadi distributor untuk menjual produk kepada 
konsumen, hasil dari penjualan produk inilah mereka akan mendapatkan 
bonus sesuai dengan berapa banyak produk yang mereka jual. 
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Adapun yang menjadi ciri-ciri dari bisnis MLM menurut Andreas 
Harefa adalah:64 
1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk 
berhasil. 
2. Keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya 
ditentukan oleh hasil kerja (keras) dalam bentuk penjualan dan 
pembelian produk dan jasa perusahaan. 
3. Setiap anggota berhak menjadi anggota satu kali. 
4. Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal dan 
dapat dipertanggungjawabkan karena nilainya setara dengan 
barang yang diperoleh. 
5. Keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung 
dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil 
penjualan pribadi maupun jaringannya. 
6. Setiap distributor independen dilarang untuk menumpuk barang 
karena yang terpenting adalah pemakaian produk yang 
dirasakan manfaat atau khasiatnya secara langsung oleh 
konsumen. 
7. Keuntungan yang dinikmati anggota MLM tidak hanya bersifat 
finansial tetapi juga non finansial seperti penghargaan, posisi 
dalam peringkat, derajat sosial, kesehatan, pengembangan 
karakter, dan sebagainya. 
8. Perusahaan MLM membina distributornya dalam program 
pendidikan dan  pelatihan yang berkesinambungan. 
9. Dalam sistem MLM pelatihan produk menjadi hal yang sangat 
penting untuk disampaikan kepada konsumen. 
10. Setiap sponsor (up-line) berkepentingan untuk meningkatkan 
kualitas distributor di jaringannya. 
11. Pembagian komisi atau bonus biasanya dilakukan sebulan 
sekali. 
 
Berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh Andreas Harefa 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem MLM memiliki ciri-ciri khusus 
yang membedakannya dengan sistem pemasaran yang lain, diantara ciri-
ciri khusus tersebut adalah terdapatnya banyak jenjang atau level, adanya 
penjualan produk secara langsung ke konsumen melalui jaringan 
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distributor independen, adanya sistem pengembangan jaringan, adanya 
sistem pelatihan, serta adanya komisi atau bonus bagi setiap distributor 
yang berprestasi dalam hal penjualan produk ke konsumen. 
3. Bisnis Bermodus Multi Level Marketing (MLM) 
Di tengah persaingan bisnis belakangan ini, ada beberapa pihak 
(perusahaan) yang berusaha menjalankan sistem pemasaran yang hampir 
mirip dengan sistem MLM tetapi bukanlah MLM atau dapat disebut bisnis 
bermodus MLM.  
Bisnis bermodus MLM dikenal pula dalam istilah money game atau 
penggandaan uang. Konsep bisnis ini menggunakan Skema Piramid 
(pyramid scheme) yang selalu diidentikkan dengan sistem MLM. Peserta 
dalam skema ini ditempatkan sedemikian rupa hingga terlihat seperti 
bentuk piramid. Skema piramid adalah sistem investasi palsu yang 
membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang 
direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh 
karena jika ada pendapatan akan kurang untuk membayar keuntungan 
para pesertanya. Keilegalan skema ini terletak pada timbulnya kerugian 
peserta di level terbawah atas hilangnya sejumlah uang yang 
diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.65 
Selain skema piramida tersebut, bisnis bermodus MLM juga dikenal 
dalam bentuk pola investasi surat berantai dan sistem binari. Di mana ciri 
utama dalam bentuk pola investasi surat berantai adalah pungutan biaya 
pendaftaran anggota yang relatif besar dan sebagian dipergunakan untuk 
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memberikan kompensasi (bonus atau komisi) kepada orang-orang yang 
merekrut atau mensponsori anggota baru. 
Pemasaran produk dengan skema piramida dan pola investasi 
surat berantai ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:66 
a. Pungutan biaya pendaftaran anggota yang relatif besar dan 
sebagian dipergunakan untuk memberikan kompensasi (bonus 
atau komisi) kepada orang-orang yang merekrut atau 
mensponsori anggota baru. Akibatnya pada anggota 
perusahaan dengan skema piramida ini lebih sibuk melakukan 
perekrutan dan melalaikan tanggungjawab untuk melakukan 
penjualan produk dan memberikan pelayanan kepada 
pelanggan. Bahkan ada juga perusahaan dengan dalih 
menggunakan sistem komputerisasi hebat dan moderen, tidak 
mensyaratkan perekrutan dan penjualan. Orang-orang yang 
berminat hanya perlu mendaftarkan diri dengan membayar 
sejumlah uang tanpa mendapatkan produk yang berarti dan 
kemudian menunggu untuk menjadi orang kaya baru. 
b. Ketidakpedulian perusahaan dan distributor independennya 
terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan, sehingga 
konsumen cenderung menjadi korban. Ketidakpedulian ini juga 
nampak nyata karena banyak distributor yang telah memesan 
produk sebagai syarat menjadi anggota, kemudian tidak pernah 
mengambil produk tersebut dari perusahaan. Sementara 
perusahaan sering kehabisan stok produk tertentu dan lalai 
untuk menyediakannya dalam kurun waktu yang dijanjikan. 
c. Tidak adanya penjanjian atau kontrak tertulis antara perusahaan 
dengan distributornya. 
d. Tidak adanya pendidikan dan sistem pelatihan yang sistematis 
dan berkesinambungan untuk para distributor. Perusahaan dan 
para pemimpin jaringan tidak menunjukkan rasa tanggung 
jawab moral untuk mengembangkan sumber daya manusianya 
secara sungguh-sungguh. 
e. Dalam skema piramida, mereka yang mendaftar belakangan 
kurang atau tidak memiliki sama sekali  peluang untuk 
mendapatkan keuntungan.  
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Perusahaan yang melaksanakan pemasaran dengan skema 
piramida dan investasi surat berantai tidak diterima sebagai anggota 
Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI) atau World Federation of 
Direct Selling Association (WFDSA). 
Sedangkan pada sistem binari, merupakan bisnis yang 
dikembangkan berdasarkan pola perekrutan dua orang (dua kaki) yang 
diduplikasi terus menerus dengan ciri utamanya adalah hanya 
memberikan keuntungan kepada mereka yang mendaftar lebih dahulu dan 
keuntungan ini semata-mata dari hasil perekrutan dan penyetoran uang 
pendaftaran. Sistem binari merupakan anak kembar sistem pemasaran 
berskema piramida dan pola investasi surat berantai. Perusahaan dengan 
sistem binari hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek, 
pokoknya cepat kaya tanpa kerja keras dan etika atau prinsip yang 
bertanggung jawab. 
Sistem binari  memiliki ciri-ciri sebagai berikut:67 
a. Sistem binari hanya memberikan keuntungan kepada mereka 
yang mendaftar lebih dahulu. 
b. Memberikan keuntungan semata-mata dari hasil perekrutan dan 
penyetoran uang pendaftaran. 
c. Biaya pendaftaran anggota sangat tinggi dan diiringi dengan 
pembelian produk dengan harga yang sangat tinggi. 
d. Keuntungan yang diperoleh anggota dihitung dengan sistem 
format tertentu dengan besar bonus tertentu berdasarkan hasil 
perekrutan. 
e. Tidak ada pembinaan sama sekali dan tidak melakukan 
pelatihan produk karena produk hanya merupakan kamuflase 
saja. 
f. Individualisme egoistik sangat dominan dan down-
line diperlakukan sebagai alat produksi saja, sebab keberhasilan 
seorang up-line (yang mengajak) justru  dibangun di atas 
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kerugian (penderitaan) down-linenya (yang mendaftar 
kemudian). 
g. Perusahaan dengan sistem binari hanya mengutamakan 
kepentingan jangka pendek, pokoknya cepat kaya tanpa kerja 
keras dan etika atau pninsip yang bertanggung jawab. 
h. Dalam sistem binari seorang anggota dapat berulang-ulang 
menjadi anggota baru dengan membeli kavling (syarat menjadi 
anggota lagi) 
i. Pembagian komisi dilakukan dalam kurun waktu yang sangat 
pendek, mingguan atau bahkan harian. 
 
Bila dilihat dari cara pemberian bonus dan keuntungan perusahaan 
yang menitikberatkan pada hasil perekrutan dan setoran uang 
pendaftaran maka sistem binari lebih merupakan permainan uang (money 
game). Sama halnya dengan sistem piramida dan surat berantai sistem 
binari pun tidak diterima sebagai anggota Asosiasi Penjual Langsung 

















A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan fokus penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih dengan 
pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak terjadi penipuan 
bermodus bisnis MLM yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, dengan 
melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang 
lengkap, akurat, dan memadai sehingga memperoleh hasil penelitian yang 
objektif dan berkaitan dengan objek penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini, yaitu:  
1. Data Primer, yaitu sejumlah data berupa keterangan atau fakta yang 
secara langsung diperoleh penulis dalam mengadakan penelitian di 
lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dalam 
hal ini aparat kepolisian dan para korban kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM serta tanya jawab dalam bentuk kuisioner 
kepada responden yang pernah mengikuti bisnis MLM. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
yaitu bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis berupa peraturan 
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perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan sebagainya 
yang berkaitan dengan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, 
maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan 
metode penelitian dan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 
a. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara menganalisa dan mempelajari berbagai 
buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diangkat/diteliti.  
b. Penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang harus 
turun ke lapangan yang dilakukan melalui wawancara langsung dan 
terbuka serta tanya jawab dalam bentuk kuisioner kepada para 
narasumber untuk memperoleh informasi dan data-data yang 
terkait dengan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM di Kota 
Makassar.  
2. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 
a. Metode Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan penulis dengan mengadakan tanya jawab secara 
langsung terhadap narasumber, dalam hal ini korban penipuan 
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bermodus MLM dan aparat kepolisian agar dapat diketahui 
tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita 
dari narasumber yang berkaitan. 
b. Metode Dokumentasi (Documentation), yaitu teknik pengumpulan 
data dengan cara mengambil dan mengamati dokumen-dokumen 
maupun arsip-arsip yang diberikan oleh narasumber. 
c. Metode Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
tanya jawab kepada responden, di mana pertanyaan yang diajukan 
kepada responden dituangkan dalam bentuk tertulis dan terstruktur 
serta pertanyaan tersebut berlandaskan pada tujuan penelitian. 
D. Teknik Analisis Data  
Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Penulis dalam menganalisa data 
yang dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa 
secara kualitatif, yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan 
kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data 
sekunder. Di mana data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang 
terkait dengan penelitian ini, sehingga berdasarkan hasil pembahasan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Penipuan Bermodus 
Bisnis Multi Level Marketing di Kota Makassar  
Kejahatan penipuan bukanlah hal yang baru dalam beragam 
bentuk kejahatan di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan 
zaman, para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan penipuan juga 
semakin tangkas dalam melakukan aksinya dengan modus operandi yang 
beragam. Salah satunya adalah menggunakan modus dengan 
mengatasnamakan usaha atau bisnisnya sebagai perusahaan MLM atau 
sering disebut bisnis bermodus MLM. Bisnis bermodus MLM ini terutama 
dalam bidang investasi uang (modal) bukan lagi kejahatan yang baru di 
Indonesia, terutama di kota-kota besar, seperti yang terjadi di Kota 
Makassar. 
Selain melakukan penelitian untuk mengetahui peranan korban dan 
bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM, penulis juga menggambarkan mengenai jumlah 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang pernah terjadi di Kota 
Makassar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2012-2014 
yang diperoleh dari data register dan rekapitulasi kasus pada Kepolisian 




Adapun data mengenai jumlah kejahatan penipuan yang secara 
umum terjadi di Kota Makassar akan digambarkan pada tabel berikut ini. 
Tabel 1. 






Kasus yang Selesai 
Ditangani 
1. 2012 287 171 
2. 2013 104 48 
3. 2014 91 45 
JUMLAH 482 264 
Sumber: Data Satreskrim Polrestabes Makassar  
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus penipuan 
yang dilaporkan di Polrestabes Makassar mengalami penurunan selama 
tiga tahun terakhir. Berbeda dengan jumlah kasus penipuan yang berhasil 
ditangani oleh pihak Polrestabes Makassar yang cenderung statis atau 
tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Namun, jika 
dirata-ratakan dari kasus penipuan yang dilaporkan tiga tahun terakhir, 
kinerja Polrestabes Makassar sudah cukup baik dengan menyelesaikan 
55% laporan kasus penipuan yang masuk. 
Sementara itu data mengenai kasus kejahatan penipuan bermodus 







Jumlah Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis MLM yang Dilaporkan 





Kasus yang Selesai 
Ditangani 
1. 2012 4 2 
2. 2013 2 - 
3. 2014 - - 
JUMLAH 6 2 
Sumber: Data Unit 2 Satreskrim Polrestabes Makassar  
Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa kasus 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM hanya 1,24% dari kasus 
penipuan yang dilaporkan di Polrestabes Makassar selama tiga tahun 
terakhir, yakni tahun 2012-2014. Di mana dari total 6 kasus yang 
dilaporkan hanya 2 kasus yang selesai ditangani, hal ini disebabkan 
karena sulitnya menangkap pelaku di mana korban sering tidak 
mengetahui tempat tinggal dari pelaku. 
Namun, dari hasil wawancara penulis dengan Penyidik Bareskrim 
Polrestabes Makassar, AIPTU Jafar (Kamis, 4 Desember 2014), beliau 
mengatakan bahwa mengenai kasus penipuan bermodus bisnis MLM 
sebenarnya banyak terjadi di Kota Makassar yang korbannya bisa 
mencapai ratusan bahkan ribuan orang apalagi yang bernuansa investasi 
tetapi mengatasnamakan bisnisnya sebagai perusahaan MLM, padahal 
bisnisnya hanyalah merupakan investasi gadungan, arisan berantai yang 
biasa disebut money game yang sama sekali tidak memiliki produk untuk 
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dijual dan tidak memiliki izin dari instansi terkait seperti perusahaan MLM 
legal yang lainnya, tetapi ada juga pihak yang menjual produk racikan 
secara ilegal dan megatasnamakannya sebagai produk MLM agar lebih 
meyakinkan korbannya. Lebih lanjut, AIPTU Jafar mengatakan bahwa 
sedikitnya laporan masyarakat tentang kejahatan penipuan bermodus 
bisnis MLM menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, hal ini 
karena masyarakat tidak terlalu mempedulikan kerugian yang dialaminya. 
Setelah diperoleh data terkait dengan kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM, maka permasalahan yang erat kaitannya dengan 
viktimologi adalah bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. Berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan salah satu penyidik Reserse Kriminal Polrestabes 
Makassar, AIPTU Jafar (Kamis, 5 Desember 2014), mengatakan bahwa 
berkaitan dengan peranan korban ada tiga faktor utama yang dapat 
membuat seseorang menjadi sasaran kejahatan penipuan bermodus 
bisnis MLM. 
Faktor pertama adalah karena seseorang sangat menginginkan 
keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah, di mana faktor ini sangat 
erat kaitannya dengan tuntutan ekonomi seseorang yang makin banyak 
dan tingkat konsumeritas seseorang yang makin meningkat, hingga jika 
ada pekerjaan yang menawarkan gaji/keuntungan yang besar dan cepat, 
tentunya seseorang akan dengan mudah menjadi sasaran terjadinya 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. 
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Faktor kedua adalah ketidaktahuan seseorang dalam membedakan 
mana bisnis atau perusahaan MLM yang legal dengan adanya izin dari 
instansi yang terkait dengan bidang bisnis MLM tersebut dan memiliki 
Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan yang mana bisnis 
bermodus MLM. Umumnya, seseorang yang baru pertama kali ingin 
mengikuti bisnis MLM akan dengan mudah menjadi sasaran kejahatan 
penipuan bermodus bisnis MLM karena ketidaktahuannya akan bisnis 
MLM itu sendiri. 
Faktor ketiga adalah karena seseorang terlalu mudah percaya 
terhadap orang lain, bahkan orang yang baru dikenalnya sekalipun. Faktor 
kepercayaan ini berkaitan erat dalam memicu mudahnya terjalin 
komunikasi antara korban dan pelaku, sehingga dengan mudah diakali 
oleh pelaku dengan kata-kata bohongnya yang mengiming-imingi korban 
dengan keuntungan yang besar dan produk yang bagus ketika terjadi 
komunikasi dengan korban. Bahkan korban penipuan bermodus bisnis 
MLM ini kebanyakan diajak oleh teman, kerabat, ataupun keluarganya 
untuk bergabung dengan bisnis tersebut. Jadi, menurut AIPTU Jafar 
bahwa ketiga faktor tersebut merupakan kelalaian sseorang karena 
kurangnya kehati-hatian yang dengan mudahnya mengikuti bisnis MLM 
tanpa terlebih dahulu mencari tahu seluk beluk bisnis tersebut apakah 
merupakan bisnis yang sah menurut hukum atau tidak. 
Lebih lanjut Penyidik dari Unit 2 Reserse Kriminal Polrestabes 
Makassar, AIPTU Anis (Kamis, 5 Desember 2014) menambahkan bahwa 
faktor lain yang menyebabkan seseorang mudah menjadi korban 
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penipuan bermodus bisnis MLM adalah faktor tingkat ekonomi rendah dan 
faktor tingkat pendidikan rendah. Menurutnya seseorang yang memiliki 
tingkat ekonomi rendah dan pendidikan rendah lebih mudah dipengaruhi 
oleh oknum penipuan bermodus bisnis MLM dengan rangkaian kata 
bohongnya yang menjanjikan keuntungan yang bisa diperoleh dua kali 
lipat dengan waktu yang cepat dan hanya memerlukan modal yang murah 
untuk memulai bisnis tersebut. Akibat dari tingkat pendidikan yang rendah, 
seseorang yang tidak mengetahui perbedaan bisnis MLM yang legal dan 
bisnis yang hanya bermodus MLM akan dengan mudahnya dipengaruhi 
untuk mengikuti bisnis tersebut. AIPTU Anis menambahkan bahwa 
mereka yang bekerja sebagai wiraswasta ataupun mereka yang bekerja 
dengan pendapatan yang tidak tetap cenderung mengikuti bisnis MLM 
ataupun bisnis yang hanya bermodus MLM. 
Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol 
Peitrus Waine (Selasa, 23 Desember 2014) mengatakan bahwa terkait 
dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus 
bisnis MLM, korban cenderung tidak mengetahui tentang bisnis MLM itu 
sendiri, sebelum bergabung menjadi anggota korban tidak teliti dengan 
melihat apakah bisnis tersebut memang bisnis MLM yang legal dengan 
ada atau tidaknya kantor perusahaan MLM tersebut, ada tidaknya struktur 
pengurus dari perusahaan tersebut, ada tidaknya surat izin dari instansi 
yang terkait dengan karakteristik bisnis MLM tersebut, misalnya MLM yang 
bergerak di bidang penjualan obat-obatan terlebih dahulu korban harus 
melihat apakah ada izin dari Departemen Kesehatan dan dari Badan 
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Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lebih lanjut Beliau mengatakan 
bahwa terkait dengan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, 
korbannya cenderung merupakan korban individual yang mengikuti bisnis 
MLM di bidang investasi uang di mana korban bergabung menjadi 
anggota karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan 
mudah tanpa harus bekerja keras, cukup dengan merekrut orang untuk 
menjadi anggota maka akan didapatkan bonus. 
Lebih lanjut, Penyidik Reskrimsus Polda Sulsel, Asram (Selasa, 23 
Desember 2014) yang menangani kasus penipuan bermodus bisnis MLM 
yang bergerak di bidang investasi bernama PT Go Directur Club (GDC) 
mengatakan bahwa terkait dengan peranan korban dalam kasus GDC 
tersebut korban lebih banyak bergabung menjadi anggota atas ajakan 
teman ataupun keluarganya karena merasa percaya dan diyakinkan 
dengan apa yang dikatakan oleh teman ataupun keluarga. Tak tanggung-
tanggung korban menyetorkan uang mereka sebagai investasi dengan 
jumlah berkisar puluhan juta rupiah dengan harapan bahwa tiap bulan 
mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang yang 
disetor selama satu tahun apalagi jika korban mampu merekrut anggota 
lagi maka akan mendapat bonus rekrut. Lebih lanjut, Asram mengatakan 
dari total kerugian tiga orang korban yang melapor lebih dulu berkisar 
delapan puluh juta rupiah. Sementara untuk kerugian seluruh korban yang 
menghimpunkan dana di perusahaan GDC sebesar Rp 194.154.000.000 
(seratus sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh empat juta 
rupiah). Saat ini kasus tersebut dalam proses banding karena hakim 
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pengadilan tingkat pertama memutus bebas terdakwa pemilik perusahaan 
tersebut.  
Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian di 
Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel, penulis juga menyebarkan 
kuisioner kepada responden untuk mengetahui peranan korban dalam 
terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. Jumlah responden 
ditentukan sebanyak 10% dari 482 jumlah kejahatan penipuan yang 
dilaporkan selama tiga tahun di Polrestabes Makassar, sehingga diperoleh 
50 responden yang tersebar secara acak di Kota Makassar. 
Berikut ini akan dirincikan pertanyaan dalam kuisioner dalam 
bentuk tabel. 
Tabel 3. 






1. Wiraswasta 5 12 17 
2. Karyawan 2 6 8 
3. Konsultan - 1 1 
4. PNS 8 5 13 
5. Pensiunan PNS - 2 2 
6. Pegawai Bank - 1 1 
7. 
Belum Bekerja atau 
Ibu Rumah Tangga 
5 - 5 
8. Mahasiswa 2 1 3 




Adapun pertanyaan dalam kuisioner akan diuraikan dalam sebuah 
tabel. Penulis menanyakan kepada responden pernah atau tidak 
mengikuti bisnis MLM yang akan diuraikan pada tabel 4: 
Tabel 4. 
Jumlah Responden yang Mengikuti Bisnis MLM dan Tidak Mengikuti 
Bisnis MLM  
 
No. Pekerjaan 
Ikut Bisnis MLM 
Jumlah 
Ya Tidak 
1. Wiraswasta 16 1 17 
2. Karyawan 6 2 8 
3. Konsultan 1 - 1 
4. PNS 6 7 13 
5. Pensiunan PNS 2 - 2 
6. Pegawai Bank 1 - 1 
7. 
Belum Bekerja atau 
Ibu Rumah Tangga 
1 4 5 
8. Mahasiswa 3 - 3 
Jumlah 36 14 50 
Sumber: Responden 
 
Berdasarkan hasil uraian pada tabel di atas dapat dilihat pernah 
atau tidaknya responden mengikuti bisnis MLM. Sebanyak 36 responden 
mengatakan pernah mengikuti bisnis MLM dan hanya 14 responden yang 
mengatakan tidak pernah mengikuti bisnis MLM. Di mana dari 17 
responden yang bekerja sebagai wiraswasta ada 16 orang yang mengikuti 
bisnis MLM tersebut, berbeda dengan 13 responden yang bekerja sebagai 
Pegawai Negeri Sipil hanya 6 orang yang mengikuti bisnis MLM tersebut. 
Berdasarkan tabel tersebut juga dapat terlihat bahwa bisnis MLM ini 
bukanlah merupakan sesuatu yang asing atau tidak diketahui oleh 
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masyarakat Kota Makassar, oleh karena itu banyak yang mengikuti bisnis 
MLM tersebut dengan alasannya masing-masing. 
Selanjutnya, ditanyakan kepada 36 responden yang pernah 
mengikuti bisnis MLM, bisnis MLM di bidang apa yang mereka ikuti yang 
diuraikan pada tabel 5 berikut ini: 
Tabel 5. 
Jenis Bisnis MLM yang Diikuti oleh Responden 
 
No. Pekerjaan 






1. Wiraswasta 8 5 3 16 
2. Karyawan 3 3 - 6 
3. Konsultan - 1 - 1 




- 1 1 2 





1 - - 1 
8. Mahasiswa 2 1 - 3 
Jumlah 17 12 7 36 
Sumber: Responden 
 
Berdasarkan hasil uraian tabel di atas, dapat dilihat bisnis MLM di 
bidang apa yang paling sering diikuti oleh seseorang. Sebanyak 17 
responden mengikuti bisnis MLM di bidang penjualan produk seperti 
makanan sehat, obat-obatan, maupun kosmetik, sebanyak 12 responden 
mengikuti bisnis MLM di bidang investasi uang, dan sebanyak 7 
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responden mengikuti bisnis MLM di bidang penjualan produk dan investasi 
uang. Berdasarkan tabel tersebut, Penulis mengetahui bahwa responden 
yang mengikuti bisnis MLM lebih cenderung mengikuti bisnis MLM di 
bidang penjualan produk. Hal ini disebabkan karena responden ragu 
dengan bisnis MLM di bidang investasi uang, responden khawatir bahwa 
sebenarnya bisnis tersebut hanya bisnis money game. 
Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengajak responden untuk 
mengikuti bisnis MLM yang diuraikan pada tabel 6 berikut ini: 
Tabel 6. 
Orang yang Mengajak Responden untuk Mengikuti Bisnis MLM 
No. Pekerjaan 
Yang Mengajak Mengikuti Bisnis MLM 






1. Wiraswasta 9 4 1 2 16 
2. Karyawan 5 - 1 - 6 
3. Konsultan 1 - - - 1 














1 - - - 1 
8. Mahasiswa 1 1 1 - 3 





Berdasarkan hasil uraian tabel tersebut, dapat dilihat orang yang 
mengajak responden untuk bergabung mengikuti bisnis MLM. Sebanyak 
21 responden diajak oleh teman mereka, 7 responden yang diajak oleh 
kerabat atau keluarga mereka, sebanyak 4 responden yang diajak oleh 
orang lain, dan 4 responden yang diajak oleh teman dan keluarga. Melalui 
data tersebut dapat dilihat bahwa responden yang mengikuti bisnis MLM 
lebih banyak diajak oleh orang yang mereka kenal, dalam hal ini teman 
ataupun kerabat/keluarga responden, sehingga responden dengan mudah 
percaya dan memutuskan untuk bergabung menjadi anggota. 
Selanjutnya penulis menanyakan alasan responden mengikuti 
bisnis MLM yang diuraikan pada tabel 7 berikut ini: 
Tabel 7. 
Alasan Responden Mengikuti Bisnis MLM 
 
No. Alasan Mengikuti Bisnis MLM Jumlah 
1. 
Menambah penghasilan, menghasilkan 
uang yang banyak dengan cepat dan 
mudah atau mendapatkan passive income 
17 
2. 
Sekadar mencoba dan menghargai ajakan 
teman atau keluarga/kerabat 
5 
3. 




Mempelajari bisnis MLM dan menambah 
pengalaman kerja 
5 
5. Modal bisnis MLM murah 2 
6. Mempunyai penghasilan sendiri 3 






Berdasarkan uraian data di atas dapat diketahui alasan responden  
mengikuti bisnis MLM. Sebanyak 17 responden mengikuti bisnis MLM 
dengan alasan dapat menambah penghasilan, menghasilkan uang 
dengan cepat dan mudah ataupun mendapatkan passive income, 5 
responden mengatakan alasan mengikuti bisnis MLM adalah sekadar 
mencoba dan menghargai ajakan teman atau keluarga/kerabat, 3 
responden mengatakan dapat menggunakan produk MLM dan 
mendapatkan keuntungan, 5 orang responden mengatakan ingin 
mengetahui bisnis MLM dan menambah pengalaman kerja, 2 responden 
mengatakan mengikuti bisnis MLM karena modal yang dibutuhkan murah, 
3 responden mengatakan karena ingin mendapatkan penghasilan sendiri, 
dan 1 responden mengikuti bisnis MLM tanpa alasan. Berdasarkan data 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mengikuti bisnis 
MLM karena ingin mendapat penghasilan tambahan, dan mendapat uang 
yang banyak dengan cepat tanpa harus dan mendapatkan passive 
income, di mana passive income merupakan penghasilan ataupun 
keuntungan yang diperoleh tanpa harus bekerja aktif selama berjam-jam 
ataupun bekerja aktif dikantoran. Selain itu, dapat pula disimpulkan bahwa 
seseorang akan dengan mudah menjadi korban kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM karena keinginannya untuk mendapatkan uang 
dengan cara yang cepat dengan modal yang murah. 
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Selanjutnya pada tabel 8 ditanyakan kepada 36 responden yang 
mengikuti bisnis MLM apakah pernah merasa tertipu atau tidak (dalam hal 
ini bisnis yang mereka ikuti hanyalah bisnis bermodus MLM).  
Tabel 8. 
Jumlah Responden yang Tertipu dan Tidak Tertipu Berdasarkan 
Jenis Bisnis MLM yang Diikuti 
 
No. 
Jenis Bisnis MLM 
yang Diikuti 
Pernah Tertipu Atau 
Tidak Jumlah 
Ya Tidak 
1. Penjualan produk 8 9 17 
2. Investasi uang 11 1 12 
3 
Penjualan produk dan 
investasi uang 
6 1 7 
Jumlah 25 11 36 
Sumber: Responden 
 
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa dari 36 responden 
yang mengikuti bisnis MLM, ada 25 responden yang merasa tertipu 
karena ternyata bisnis yang mereka ikuti hanyalah bisnis bermodus MLM 
bukan bisnis MLM yang legal, di mana 8 responden yang tertipu dengan 
produknya, 11 responden tertipu karena investasi uang, dan 6 orang yang 
tertipu dengan produk dan investasi uang. Melalui data tersebut, dapat 
diketahui bahwa responden yang paling banyak tertipu adalah responden 
yang mengikuti bisnis MLM di bidang investasi uang, dalam hal ini bisa 
dikatakan bahwa ternyata bisnis yang mereka ikuti bisnis bermodus MLM  
atau sering disebut money game bukan bisnis MLM yang legal. 
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Lebih lanjut ditanyakan kepada 25 responden yang merasa tertipu 
apakah melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau tidak yang akan 
diuraikan pada tabel 9: 
Tabel 9. 
Jumlah Responden yang Tertipu yang Melapor dan yang Tidak 
Melapor Ke Pihak Kepolisian  
 
No. 
Jenis Bisnis MLM 
yang Diikuti 
Melapor Ke Pihak 
Kepolisian Jumlah 
Ya Tidak 
1. Penjualan produk - 8 8 
2. Investasi uang 1 10 11 
3. 
Penjualan produk dan 
investasi uang 
1 5 6 
Jumlah 2 23 25 
Sumber: Responden 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari 25 responden 
yang merasa tertipu dengan bisnis MLM yang diikutinya, hanya 2 
responden yang melaporkannya ke pihak kepolisian, di mana 1 responden 
yang tertipu dengan bisnis MLM di bidang investasi uang dan 1 responden 
yang tertipu dengan bisnis MLM Di bidang penjualan produk dan investasi 
uang. Sedangkan 23 responden memilih untuk tidak melaporkannya ke 
pihak kepolisian dengan berbagai alasan. 
Adapun alasan 23 responden tidak melaporkannya kepada pihak 







Alasan Responden yang Tertipu Tidak Melapor Ke Pihak Kepolisian 
 
No. Alasan Tidak Melapor Ke Pihak Kepolisian Jumlah 
1. 
Tidak tahu siapa yang akan dilaporkan karena yang 
mengajak bukanlah pemilik bisnis dan kerugian yang 
dialami tidak banyak 
4 
2. 




Proses hukumnya sangat susah dan berbelit-belit, 
biaya mahal, serta kerugian belum tentu kembali 
6 
4. 
Sebagian anggota yang dirugikan sudah melapor 
dan sudah ditindaklanjuti kepolisian 
3 
5. Sudah merelakan dan ikhlas 3 
6. Merupakan resiko bisnis 3 
7. Tanpa alas an 2 
Jumlah 23 
Sumber: Responden 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa alasan responden 
yang tertipu dan tidak melapor yang paling banyak adalah karena menurut 
responden proses hukum terlalu lama dan berbelit-belit, selain itu menurut 
responden biaya untuk mengurus perkara bisa saja lebih mahal 
dibandingkan kerugian yang dialami, dan belum tentu kerugian yang 
dialami bisa kembali. Berdasarkan alasan yang diuraikan oleh responden, 
maka dapat dilihat bahwa masyarakat yang menjadi korban penipuan 
khususnya penipuan bermodus MLM memiliki kesadaran hukum yang 
kurang, kebanyakan korban menganggap bahwa dengan berurusan 
dengan hukum maka akan membuang-buang waktunya. Data ini sejalan 
dengan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Bagian Reserse 
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Kriminal Polrestabes Makassar, yaitu AIPTU Jafar (Kamis, 5 Desember 
2014) yang mengatakan bahwa kasus penipuan bermodus MLM yang 
dilaporkan di Polrestabes Makassar sangat sedikit dibandingkan dengan 
kenyataannya, hal ini karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
untuk melaporkannya agar kelak tidak terjadi lagi kasus penipuan 
bermodus MLM. 
Selain memberikan kuisioner kepada responden, penulis juga 
melakukan wawancara langsung kepada responden yang pernah menjadi 
korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM baik yang melapor 
maupun yang tidak melapor untuk mengetahui bagaimana peranan 
korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. 
Korban yang melaporkannya ke pihak kepolisian bernama Ilham 
dan Aditya Maulana. Hasil wawancara yang dilakukan dengan korban 
yang bernama Ilham (Minggu, 7 Desember 2014), korban mengatakan 
bahwa ia mengikuti bisnis MLM di bidang penjualan produk (makanan 
sehat) dan investasi uang. Namun ia merasa tertipu ketika mengikuti 
bisnis MLM Asian Gold Consept yang bergerak di bidang investasi uang 
atas ajakan temannya. Alasannya mengikuti bisnis MLM ini adalah karena 
ia ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Sebagai seorang PNS Gol. 
III A yang memiliki tiga orang anak, tentu saja penghasilan tambahan 
sangat dibutuhkan apalagi bisnis MLM ini tidak mengikat dengan waktu, 
kapan saja bisa dilakukan. Ketika ia bergabung dengan bisnis investasi 
dana, ia diiming-imingi keuntungan dua kali lipat dari modal yang disetor 
dan dijanjikan akan diberikan emas 2 gram. Ia sama sekali tidak curiga 
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bahwa ini merupakan akal-akalan pelaku untuk menipunya, apalagi pelaku 
memberinya produk dan pamflet sehingga seolah-olah benar bahwa bisnis 
tersebut merupakan bisnis MLM yang legal bukan investasi semata. 
Karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak korban pun 
mengambil dua titik dengan total uang yang diinvestasikan sebesar Rp 
11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah dua bulan menunggu 
ternyata keuntungan yang dijanjikan belum diberikan dan ketika ia 
menghubungi nomor perusahaan yang diberikan ternyata nomor 
perusahaan tersebut tidak dapat dihubungi. Sementara teman yang 
mengajaknya juga mengalami kerugian seperti dirinya. Merasa dirugikan 
dan mengetahui perusahaan tersebut hanya berkedok MLM bukan 
perusahaan MLM yang legal, dia pun melaporkannya kepada pihak 
kepolisian dan sampai sekarang pemilik perusahaan berkedok MLM 
tersebut masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 
Selanjutnya dilakukan wawancara dengan korban yang bernama 
Aditya Maulana (Rabu, 24 Desember 2014) yang bekerja sebagai 
wiraswata. Ia mengikuti bisnis MLM Go Directur Club (GDC) yang 
bergerak di bidang investasi atas ajakan temannya yang lebih dulu 
menjadi anggota. Pada saat mendaftar, korban diberikan produk berupa 
pupuk dan suplemen sehat (klorofil) tetapi produk tersebut bukan untuk 
dijual. Keuntungan yang didapat dari bisnis MLM GDC diperoleh dari uang 
yang disetor dan bonus yang akan didapatkan saat berhasil merekrut 
orang lain untuk menjadi anggota. Korban pun mengambil paket reguler, 
tak tanggung-tanggung korban menginvestasikan uangnya sejumlah Rp 
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22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan harapan tiap bulannya 
akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang yang disetor, 
yakni sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) selama 
satu tahun. Namun, setelah berbulan-bulan menunggu keuntungan yang 
dijanjikan belum dia dapatkan sampai akhirnya dia mengetahui bisnis 
tersebut sedang macet dan tidak mampu lagi membayarkan bonus 
kepada anggotanya. Merasa dirugikan korban pun melaporkannya ke 
Polda Sulsel. Saat ini proses hukum kasus tersebut memasuki tahap 
banding karena Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutus bebas 
terdakwa pemilik perusahaan tersebut, walaupun diputus bebas aset 
terdakwa yang diperoleh dari uang para korban telah dirampas dan saat 
ini tengah di lelang. 
Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan korban yang 
tidak melaporkannya ke pihak kepolisian. Korban bernama Wahyuddin 
(Sabtu, 29 November 2014), dia bekerja sebagai wiraswasta yang 
membuka toko di rumahnya dengan menjual berbagai kebutuhan rumah 
tangga dan menjual pulsa. Dia mengatakan bahwa yang mengajaknya 
mengikuti bisnis MLM adalah kerabatnya, di mana bisnis MLM yang 
diikutinya dalam bidang investasi uang. Tertarik dengan keuntungan yang 
dijanjikan dia pun mengikuti bisnis tersebut dengan mengambil satu titik 
dengan modal investasi sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu 
rupiah). Setelah menunggu tiga bulan, pengembalian yang dijanjikan 
sebesar Rp 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama satu tahun 
dari uang yang diinvestasikannya dan bonus tambahan karena dia 
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berhasil memasukkan satu orang anggota belum didapatkannya. Namun, 
akhirnya dia mengetahui bahwa ternyata bisnis yang dia ikuti hanyalah 
bisnis bermodus MLM setelah membaca di surat kabar bahwa pemilik 
perusahaan Go Directur Club (GDC) tersebut telah ditangkap oleh aparat 
kepolisian dan proses hukumnya sedang berlangsung. Oleh karena dia 
mengetahui bahwa korban yang lain telah melaporkannya, dia pun tidak 
melaporkannya. Menurut korban, sekarang kasus tersebut telah diajukan 
banding oleh korban yang melapor dan pihak kejaksaan karena di tingkat 
pengadilan pertama terdakwa pemilik bisnis tersebut diputus bebas oleh 
Hakim. Walaupun diputus bebas namun aset pelaku yang diperoleh dari 
uang investasi para korban telah dilelang. Namun, korban merasa kecewa 
dengan putusan tersebut karena telah banyak orang yang menjadi 
anggota yang dirugikan, selain itu uang yang disetorkan korban pun tidak 
pernah kembali (diberikan ganti rugi).  
Lain halnya dengan M. Baco (Jum’at, 28 November 2014), dia 
mengikuti bisnis bermodus MLM dengan sistem skema ponzi yang 
bernama MMM (Manusia Membantu Manusia) secara online atas ajakan 
teman lamanya, merasa tidak enak untuk menolak dan alasan ingin 
mencoba dia pun akhirnya ikut dengan menyetorkan uang sejumlah Rp 
1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Ketika mendaftar dia curiga 
karena biasanya bisnis MLM memberikan produk kepada distributornya 
dan temannya mengatakan bahwa bisnis ini memang tidak memiliki 
produk hanya modal menyetor uang seperti investasi, di mana tiap 
anggota MMM akan men-transfer sejumlah uang ke anggota MMM lainnya 
71 
 
yang tidak dikenal siapa yang mereka transfer (istilahnya "Give Help" 
memberikan bantuan dengan mengharapkan bantuan di bulan berikutnya 
(di MMM disebut "Get Help"). Setelah berbulan-bulan menunggu, 
keuntungan yang dijanjikan ataupun modal yang disetor belum diberikan, 
dan temannya mengatakan bahwa bisnis tersebut sudah macet dan 
sedang tahap penyelidikan pihak kepolisian di Jakarta. Mendengar hal itu 
korban merasa dirugikan, tapi dia tidak melaporkan teman yang 
mengajaknya karena temannya juga merupakan korban dan kerugian 
yang dialaminya tidak begitu besar. Untuk itu sekarang korban lebih 
berhati-hati lagi untuk bergabung menjadi anggota dalam bisnis MLM 
jangan sampai bisnis yang diikutinya hanya bermodus MLM seperti yang 
pernah dialaminya. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun 
dari hasil kuisioner, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan peranan 
korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
1) Korban terlalu ingin mendapatkan keuntungan yang banyak 
dengan cepat dan mudah. 
2) Korban terlalu mudah percaya dengan apa yang ditawarkan 
orang lain. 
3) Ketidaktahuan korban dalam membedakan bisnis MLM yang 
legal dan bisnis bermodus MLM (dengan melihat apakah MLM 
tersebut memiliki perizinan atau tidak). 
4) Tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. 
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Melihat faktor tersebut, peranan korban dalam terjadinya kejahatan 
penipuan bermodus bisnis MLM dapat dihubungkan dengan pendapat 
Mendelsohn yang dikutip dalam buku Rena Yulia yang menyebutkan 
berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima 
macam, yaitu yang sama sekali tidak bersalah; yang jadi korban karena 
kelalaiannya; yang sama salahnya dengan pelaku; yang lebih bersalah 
dari pelaku; dan yang korban adalah satu-satunya yang bersalah. Dalam 
hal seseorang menjadi korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM 
maka yang paling tepat dengan pendapat Mendelsohn adalah seseorang 
yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. Hal ini juga sejalan 
dengan tipologi korban menurut Ezzat Abde Fattah dan Stephen Schafer 
bahwa korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM dapat 
dikategorikan ke dalam participating victims, di mana dalam hal ini korban 
memiliki andil atau perilaku yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan 
terhadap dirinya. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pengelompokan 
korban menurut Sellin dan Wolfgang, maka korban penipuan bermodus 
bisnis MLM termasuk dalam primary victimization, yaitu yang menjadi 
korban adalah individu perorangan (bukan kelompok). 
Selain itu, dari hasil wawancara dan kuisioner yang dilakukan dapat 
dilihat bahwa kesadaran hukum korban untuk melaporkan kejahatan 
penipuan bermodus MLM masih kurang karena korban beralasan bahwa 
proses hukum yang lama dan berbelit-belit akan menyita waktu korban 
sementara kerugian yang dialami korban belum tentu kembali. Padahal 
jika korban melaporkannya, kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM 
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yang marak terjadi di tengah masyarakat dapat diminimalisir oleh aparat 
penegak hukum. 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan 
Penipuan Bermodus Bisnis Multi Level Marketing 
Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan suatu hal 
yang perlu mendapatkan perhatian serius dari negara. Masalah terkait 
minimnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan sudah menjadi isu 
internasional, dilihat dari terbentuknya Declaration of Basic Principles of 
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1985. 
Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia diatur 
dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang rumusannya: 
“Dalam  perintah yang tersebut pada Pasal 14a (pidana bersyarat), 
kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama 
dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan 
perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan 
perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian 
yang timbul/karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya 
atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan 
ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.” 
Secara teoritis, perlindungan terhadap korban kejahatan dapat 
diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian 
yang diderita oleh korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. 
Demikian halnya dengan penipuan, terlebih lagi apabila penipuan itu 
dilakukan dengan menggunakan modus bisnis MLM, maka selain 
mengalami kerugian materiil berupa tidak kembalinya uang yang korban 
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jadikan modal, korban juga akan menderita trauma dan takut untuk 
melakukan kegiatan bisnis lagi akibat kejadian yang menimpanya. 
Adapun pada skripsi ini, akan dibahas bentuk perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang 
diberikan oleh aparat kepolisian, pemerintah, dan Asosiasi Penjualan 
Langsung Indonesia (APLI). 
1. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian 
Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 
pihak kepolisian, maka terlebih dahulu harus diketahui hak-hak yang 
dimiliki oleh korban. 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan hak-hak yang dimiliki 
korban, termasuk perlindungan terhadap korban yang meliputi: 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanannya;  
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;  
d. Mendapat penerjemah;  
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;  
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;  
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;  
i. Mendapat identitas baru;  
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;  
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan;  
l. Mendapat nasihat; dan/atau  
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 




Menurut AIPTU Jafar (Kamis, 5 Desember 2014), perlindungan 
hukum kepada korban beragam jenisnya, tergantung kejahatan yang 
dialaminya. Pelayanan hukum dan pelayanan keamanan yang diberikan 
oleh aparat kepolisian kepada masyarakat sudah termasuk dalam salah 
satu langkah memberikan perlindungan hukum. Sedangkan untuk 
perlindungan hukum seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006, menurut AIPTU Jafar untuk kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM kepada korban hanya diberikan kepastian hukum 
mengenai informasi perkembangan kasus yang dilaporkan oleh korban. 
Selain itu, tidak maksimalnya perlindungan hukum yang diberikan kepada 
korban kejahatan penipuan bermodus MLM dikarenakan masih kurangnya 
kesadaran hukum korban yang enggan melaporkan kejadian yang 
menimpanya kepada aparat kepolisian dengan alasan nilai kerugian yang 
diderita dan waktu yang terbuang bagi korban dalam proses penyelesaian 
perkara ini terkadang tidak seimbang. Lebih lanjut AIPTU Jafar 
mengatakan bahwa sampai saat ini masih sangat jarang korban penipuan 
secara umum yang meminta perlindungan hukum secara khusus, 
perlindungan hukum secara khusus diprioritaskan diberikan kepada 
korban yang mendapat teror akan dibunuh.  
Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Sulses, Kombes Pol 
Pietrus Waine (Selasa, 23 Desember 2014) mengatakan bahwa bentuk 
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus 
bisnis MLM tergantung pada korban itu sendiri, korban bisa 
menyelesaikannya melalui jalur penal maupun non penal. Ketika korban 
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memutuskan untuk menyelesaikannya melalui jalur penal, maka korban 
akan dimintai keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan 
penyidik akan mencari bukti-bukti sesuai keterangan korban dan kepada 
korban akan diberikan informasi tentang perkembangan kasus yang 
dilaporkannya dan informasi mengenai putusan pengadilan. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa 
kegiatan yang diberikan pihak kepolisian sebagai langkah awal 
perlindungan hukum kepada masyarakat hanyalah dengan himbauan-
himbauan atau peringatan kepada korban maupun masyarakat lainnya 
untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnis karena saat ini 
marak terjadi kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang hanya 
menghimpun dana dari masyarakat, sehingga melalui himbauan ini dapat 
mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan bermodus 
bisnis MLM. Namun walaupun demikian, pihak kepolisian juga sudah 
cukup menegakkan hak-hak yang dimiliki korban, yaitu dengan adanya 
pemberian informasi tentang perkembangan kasus bagi korban yang 
melaporkan terjadinya suatu kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. 
Selain itu, berdasarkan kegiatan studi kepustakaan yang dilakukan 
ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim 
diberikan, antara lain: 
a. Pemberian restitusi dan kompensasi; 
b. Konseling; 
c. Pelayanan/bantuan medis; 
d. Bantuan hukum; 
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e. Pemberian informasi.  
Adapun dari kelima bentuk perlindungan hukum terhadap korban, 
bila disesuaikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan maka 
terlihat bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian telah 
memberikan upaya perlindungan hukum pada korban kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM dalam bentuk pemberian informasi tentang 
perkembangan kasus kepada para korban terkait proses penyelidikan dan 
pemeriksaan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, sedangkan untuk 
upaya pemberian restitusi, seperti pembayaran ganti rugi atas tidak 
kembalinya uang korban ataupun produk yang didapatkan ternyata malah 
menimbulkan penyakit bagi korban, menurut AIPTU Jafar tetap 
bergantung pada putusan pengadilan apakah hakim menjatuhkan 
hukuman berupa pemberian ganti rugi kepada korban atau hanya 
memberikan hukuman berupa pemidanaan. 
2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pemerintah  
Sehubungan dengan penipuan bermodus bisnis MLM, pelaku 
sering kali mengajak seseorang untuk melakukan investasi dengan 
mengiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 
Selain ajakan investasi, pelaku juga sering kali menawarkan produk baik 
berupa makanan sehat, obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit, 
perhiasan dari emas, maupun kosmetik untuk kecantikan ataupun jasa 
kepada korban, di mana dalam melancarkan aksinya modus operandi 
78 
 
pelaku adalah dengan mengatasnamakan MLM sebagai kelegalan bisnis 
usahanya agar masyarakat percaya dan ikut bergabung menjadi anggota. 
Korban yang tidak mengetahui perbedaan antara bisnis MLM yang 
legal dengan bisnis yang hanya bermodus MLM akan percaya begitu saja 
apalagi dengan diiming-imingi dengan kesehatan, kecantikan, dan 
keuntungan yang banyak. Tentu saja mereka yang telah menjadi korban 
dengan menggunakan produk, jasa, ataupun melakukan investasi dari 
bisnis bermodus MLM akan mengalami kerugian materiil dan immateriil. 
Hal ini sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap 
korban sebagai konsumen. 
Berkaitan dengan bisnis MLM terhadap konsumen ataupun 
anggota yang bergabung dengan bisnis MLM telah diberikan perlindungan 
hukum oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan 
yang menjamin adanya perlindungan terhadap korban yang mengalami 
kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Adapun peraturan perundang-
undangan yang mengatur atau berkaitan dengan bisnis MLM, yaitu: 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan 
dengan Sistem Penjualan Langsung. 
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
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a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, memuat hak-hak konsumen yang meliputi: 
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
Di dalam undang-undang tersebut juga terdapat larangan bagi 
pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8-Pasal 17. Adapun yang berkaitan 
dengan bisnis MLM secara implisit terdapat di dalam pasal berikut: 
Pasal 8 ayat (1) huruf f, g, h, i, dan j yang menjelaskan bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang: 
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 
tertentu; 
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan “halal” yag dicantumkan dalam label; 
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i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 13 ayat (2) yang menjelaskan bahwa: 
 
“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 
kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara 
menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 
 
Pasal 15 yang menjelaskan bahwa: 
 
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang 
dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap 
konsumen. 
 
Ketiga pasal tersebutlah yang paling banyak dilakukan oleh pelaku 
usaha bisnis MLM, di mana pelaku usaha menawarkan produk baik 
suplemen makanan, alat kecantikan, maupun obat-obatan kerap kali tidak 
dicantumkan tanggal kadaluwarsa di kemasan produk yang tentunya akan 
membahayakan konsumen jika menggunakan produk tersebut. Selain itu, 
produk tersebut juga kerap kali tidak memiliki aturan penggunaan dalam 
bahasa Indonesia karena barang tersebut diproduksi di luar negeri, dalam 
artian perusahaan bisnis MLM tersebut merupakan cabang MLM di negara 
lain. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen 
apabila menggunakan produk tersebut tidak sesuai petunjuk penggunaan 
dikarenakan konsumen tidak bisa berbahasa asing. Selain itu, kerap kali 
agen atau pelaku usaha bisnis MLM dalam menawarkan produk kepada 
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konsumen melakukan pemaksaan, sehingga konsumen terpaksa membeli 
produk tersebut walaupun sebenarnya dia tidak membutuhkannya.  
Terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf  f, g, h, i, dan j, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 yang 
menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal ini konsumen menjadi 
korban, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63.  
Pasal 62 ayat (1) menjelaskan bahwa: 
“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, 
Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan 
Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
milyar rupiah).” 
 
Pasal 63 menjelaskan bahwa: 
 
“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 
dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 
timbulnya kerugian konsumen; 
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. pencabutan izin usaha.” 
 
Berdasarkan aturan tersebut dapat dilihat bahwa undang-undang 
perlindungan konsumen telah memberikan aturan khusus yang 
memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi 
korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM.  
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b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan 
Sistem Penjualan Langsung 
Berdasarkan peraturan menteri ini perusahaan dengan sistem 
penjualan langsung termasuk perusahaan MLM wajib memenuhi 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2. 
Pasal 2 menjelaskan bahwa: 
“Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
a. memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, 
tetap, dan jelas; 
b. melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekruitmen mitra 
usaha melalui sistem jaringan; 
c. memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, 
dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;  
d. memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku 
di bidang usaha penjualan langsung; 
e. memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan 
harga yang layak dan wajar; 
f. memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 
berlaku; 
g. memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya 
berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa 
yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan 
yang diperjanjikan;  
h. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya;  
i. memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang 
dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra 
usaha dan konsumen; 
j. menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen 
atas barang dan/atau jasa yang dijual; 
k. memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap 
mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai 
barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan/atau 
peraturan perusahaan; 
l. memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja 
kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra 
usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan 
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alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam 
keadaan seperti semula; 
m. memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada 
mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, 
apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang 
diperjanjikan; 
n. membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau 
leaflet), dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi 
layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan 
dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% 
(sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima 
oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, 
apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh 
perusahaan; 
o. memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian 
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, 
akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan 
perjanjian; 
p. memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
tidak sesuai dengan perjanjian; 
q. melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak 
dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab;  
r. memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra 
usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau 
jasa; 
s. melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan 
dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan mencantumkan nama perusahaan 
yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada 
setiap label produk.  
 
Selain itu, dalam peraturan menteri ini setiap perusahaan MLM 
wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) agar 
perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang legal. Adapun mengenai 
SIUPL ini diatur dalam Pasal 9, sedangkan tata cara dan persyaratan 
penerbitan SIUPL diatur dalam Pasal 12-Pasal 16. 
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Sementara itu, pada peraturan menteri ini juga disebutkan bahwa 
perusahaan bisnis MLM harus berbadan hukum Indonesia berbentuk 
Perseroan Terbatas. 
Aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) yang 
menjelaskan bahwa: 
“Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem 
penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk 
Perseroan Terbatas.” 
 
 Adapun larangan terhadap perusahaan yang telah memiliki SIUPL 
terdapat di dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa: 
“Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan 
kegiatan: 
a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau 
jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan 
keadaan yang sebenarnya; 
b. menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan 
atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik 
maupun psikis terhadap konsumen;  
c. menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau 
perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang perlindungan konsumen;  
d. menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda 
daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi 
barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan 
perundang-undangan; 
e. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran 
keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara 
tidak wajar; 
f. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha 
dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali; 
g. mengharuskan atau memaksakan kepada mitra usaha membeli 
barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam 
jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual;  
h. menjual atau memasarkan barang dan/atau jasa yang 
tercantum dalam SIUPL di luar sistem penjualan langsung;  




j. membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau 
istilah apapun; 
k. usaha perdagangan di luar SIUPL yang diberikan; 
l. menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak 
tercantum dalam SIUPL; dan/atau  
m. menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label 
produknya tidak tercantum nama perusahaan yang 
memasarkan dengan sistem penjualan langsung.’’ 
 
Berdasarkan larangan tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan 
dilarang melakukan usaha perdagangan yang bergerak di bidang investasi 
uang (menghimpun dana dari masyarakat), dalam hal ini jelas bahwa 
perusahaan yang melakukan hal tersebut hanyalah perusahaan bermodus 
bisnis MLM. Terhadap perusahaan MLM yang telah memiliki SIUPL 
namun melakukan larangan tersebut akan diberikan sanksi administratif 
berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit SIUPL, pemberhentian 
sementara SIUPL dalam waktu 1 bulan, dan pencabutan SIUPL. 
Melalui peraturan menteri ini, masyarakat dapat mengetahui yang 
mana perusahaan MLM legal dan yang mana perusahaan yang hanya 
bermodus bisnis MLM dengan melihat terlebih dahulu SIUPL dari 
perusahaan MLM tersebut, apakah berbentuk Perseroan Terbatas atau 
tidak, ada atau tidaknya kantor yang tetap dengan alamat yang jelas serta 
ada atau tidaknya izin dari instansi yang terkait dengan jenis usaha dari 
perusahaan MLM tersebut, misalnya untuk penjualan obat dan suplemen 
sehat dapat dilihat dari ada atau tidaknya izin dari Badan Pengawas Obat 





c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
Pada tanggal 11 Maret 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perdagangan. Walaupun peraturan pelaksanaan atas 
undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-
undang ini diundangkan, namun hal ini merupakan salah satu bentuk 
perhatian pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari praktik bisnis 
bermodus bisnis MLM, seperti money game (penggandaan uang) dengan 
sistem skema piramida. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa 
pasal yang mengatur tentang sistem penjualan langsung sebagai sistem 
perusahaan MLM.  
Pasal 6 menjelaskan bahwa: 
“Ayat (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau 
melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang 
diperdagangkan di dalam negeri. 
Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau 
kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan 
Menteri.” 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa setiap produk 
harus memiliki label berbahasa Indonesia, hal ini agar masyarakat sebagai 
konsumen dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan aturan 
yang ditentukan. Jangan sampai karena ketidakpahaman bahasa, 
sehingga konsumen menjadi korban akibat salah aturan pakai. 
Adapun mengenai perusahaan MLM sebagai perusahaan dengan 
menggunakan sistem penjualan langsung diatur dalam Pasal 7 ayat (3) 
yang menjelaskan bahwa: 
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“Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus 
melalui sistem penjualan langsung secara: 
a. single level; atau  
b. multilevel.” 
 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah 
penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang 
dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau 
bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. 
Adapun perusahaan MLM dilarang melakukan kegiatan usahanya 
menggunakan sistem skema piramida yang diatur dalam Pasal 9 yang 
menjelaskan bahwa: 
“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema 
piramida dalam mendistribusikan barang. 
 
Larangan dengan menerapkan sistem skema piramida ini dalam 
mendistribusikan barang jelas menunjukkan bahwa jika ada perusahaan 
MLM yang sistem penjualannya dengan sistem tersebut, maka 
perusahaan tersebut merupakan perusahaan MLM illegal atau 
perusahaan bermodus bisnis MLM karena prinsipnya hanya mencari 
keuntungan dari orang-orang yang mendaftar belakangan, bukan dari 
hasil penjualan produk. 
Sementara itu perizinan untuk melakukan kegiatan usaha diatur 
dalam Pasal 24 yang menjelaskan bahwa: 
“Ayat (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha 
Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang 
diberikan oleh Menteri. 
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Ayat (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan 
pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi 
teknis tertentu. 
Ayat (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap 
kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang 
Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Menteri. “ 
 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa sebagai suatu 
perusahaan bisnis MLM dengan menggunakan sistem penjualan langsung 
wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan 
perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjualan 
Langsung Indonesia (APLI) yang menaungi perusahaan MLM. 
Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah ditentukan 
yang menimbulkan korban akibat perbuatannya dapat dikenai sanksi 
pidana yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun ketentuan pidana 
yang terkait dengan pelanggaran dalam kegiatan usaha bisnis MLM 
terdapat dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106. 
Pasal 104 menjelaskan bahwa: 
“Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak 
melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang 
diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
Sementara itu Pasal 105 menjelaskan bahwa: 
“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida 
dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
89 
 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah).” 
Sedangkan Pasal 106 menjelaskan bahwa: 
“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak 
memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Berdasarkan ketiga pasal tersebut jelas terlihat bahwa perusahaan 
MLM dilarang memperdagangkan produknya dengan tidak menggunakan 
label berbahasa Indonesia yang berisi petunjuk pemakaian produk. Selain 
itu suatu perusahaan MLM yang tidak memiliki SIUPL dan menggunakan 
sistem skema piramida dalam usahanya bukanlah merupakan perusahaan 
MLM yang legal melainkan perusahaan bermodus bisnis MLM (bisnis 
MLM illegal). 
Melalui undang-undang, ini maka kejahatan penipuan bermodus 
bisnis MLM yang tengah marak terjadi dalam masyarakat Indonesia, 
khususnya masyarakat Kota Makassar, yang kebanyakan sistem 
usahanya menggunakan skema piramida ataupun penggandaan dana 
masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir dengan adanya ketentuan 
khusus yang lebih memberikan ancaman pidana yang memberatkan 
pelaku kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. 
3. Perlindungan yang Diberikan Oleh Asosiasi Penjualan Langsung 
Indonesia (APLI) 
APLI merupakan asosiasi nasional dari perusahaan penjualan 
langsung yang mewakili kepentingan industri penjualan langsung di 
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Indonesia dan satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh World 
Federation of Direct Selling Association (WFDSA). APLI menerbitkan kode 
etik untuk mengatur hubungan antar perusahaan-perusahaan penjualan 
langsung dan para penjual langsung di satu pihak dan konsumen di pihak 
lain, antara perusahaan-perusahaan penjualan langsung dengan anggota 
(mitra usaha) dan calon anggota. Kode etik ini bertujuan memberikan 
kepuasaan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, 
memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha 
bebas, dan peningkatan citra umum dari kegiatan penjualan langsung.68 
Adapun dalam usaha memberikan kepuasan dan perlindungan kepada 
konsumen, APLI menetapkan perilaku-perilaku terhadap konsumen. 
Kode etik ini mengatur bagaimana seharusnya perusahaan tidak 
boleh mencemarkan perusahaan atau produk manapun baik langsung 
maupun tidak langsung, memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan 
penjual kepada konsumen serta literature promosi atau label produk tidak 
boleh memuat keterangan, pernyataan atau gambar yang mengecoh.  
Di samping menetapkan perilaku-perilaku terhadap konsumen, 
APLI juga bertanggung jawab menyediakan seorang petugas yang 
bertanggung jawab menangani pengaduan. APLI berusaha sungguh-
sungguh guna memastikan bahwa pengaduan selalu terselesaikan. APLI 
juga menunjuk seorang petugas atau lembaga independen sebagai 
Adminstrator Kode Etik (AKE), AKE wajib memantau ditaatinya kode etik 
lewat tindakan yang sesuai. APLI juga membuka akses kepada 
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 Kode Etik APLI 
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masyarakat luas untuk bertanya mengenai perusahaan MLM sebelum 
memutuskan untuk bergabung atau untuk membeli produk perusahaan 
tersebut melalui situs web milik APLI. APLI juga mengatur cara kerja 
sistem MLM yang melarang menggunakan sistem piramida sebagai 
sistem bisnisnya karena selain illegal ini sebagai bentuk samar dari money 
game. 
Sebagaimana dijelaskan oleh APLI, aturan main dari Sistem 
Piramida ini berbeda dengan bisnis penjualan langsung. Perbedaan ini 
penting untuk diketahui oleh tiap orang yang ingin bergabung dengan 
suatu bisnis MLM. Adapun perbedaan sistem penjualan langsung dengan 
sistem piramida adalah:69 
a. Pada penjualan langsung meningkatkan penghasilan dan 
kesejahteraan para anggotanya dari level atas sampai level 
bawah, sedangkan sistem piramida hanya menguntungkan bagi 
orang-orang yang pertama atau lebih dulu bergabung sebagai 
anggota atas kerugian yang mendaftar belakang. 
b. Pada penjualan langsung keuntungan/keberhasilan Mitra Usaha 
ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk penjualan/pembelian 
produk/jasa yang bernilai dan berguna untuk konsumen, 
sedangkan sistem piramida keuntungan/keberhasilan anggota 
ditentukan dari berapa banyak orang lain yang direkrut yang 
menyetor sejumlah uang sampai terbentuk satu format piramida. 
c. Pada penjualan langsung setiap orang hanya berhak menjadi 
Mitra Usaha sebanyak satu saja, sedangkan sistem piramida 
setiap orang boleh menjadi anggota berkali-kali dalam satu 
waktu tertentu, jadi satu orang boleh membeli beberapa kavling. 
d. Pada penjualan langsung biaya pendaftaran menjadi anggota 
tidak terlalu mahal, masuk akal, dan imbalannya adalah starter 
kit yang senilai dengan biaya pendaftaran, sedangkan sistem 
piramida biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, biasanya 
disertai dengan produk-produk yang sangat mahal (tidak sesuai 
dengan produk sejenis yang ada di pasaran). 
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 http://www.apli.or.id/perbedaan-direct-selling-dan-piramida/ (diakses tanggal 15 Desember 2014, 
pukul 19.08 WITA) 
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e. Pada penjualan langsung keuntungan yang didapat Mitra Usaha 
dihitung berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggota 
jaringannya, sedangkan sistem piramida keuntungan yang 
didapat anggota dihitung berdasarkan sistem rekruting sampai 
terbentuk format tertentu. 
f. Pada penjualan langsung jumlah orang yang direkrut anggota 
tidak dibatasi, tetapi dianjurkan sesuai dengan kapasitas dan 
kemampuan masing-masing, sedangkan sistem piramida jumlah 
anggota yang direkrut dibatasi. Jika ingin merekrut lebih banyak 
lagi, yang bersangkutan harus menjadi anggota (membeli 
kavling) lagi. 
 
Program pemasaran (marketing plan) skema piramida sangat rumit 
dan susah dipelajari. Titik berat ada pada rekruting bukan pada penjualan. 
Larangan tentang sistem piramida yang ditetapkan oleh APLI menurut 
Penulis sudah tepat karena banyak perusahaan MLM yang cara kerjanya 
melalui sistem piramida, dan lebih parah lagi banyak perusahaan yang 
bermodus bisnis MLM dan hanya menghimpun dana dari masyarakat 
(money game) untuk mendapat keuntungan tanpa adanya penjualan 
produk. 
Berdasarkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang 
dilakukan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM telah banyak 
diupayakan, baik dalam bentuk pemberian informasi tentang 
perkembangan kasus oleh pihak kepolisian, regulasi yang dibuat oleh 
pemerintah berkenaan dengan bisnis MLM, maupun adanya kode etik 
yang dikeluarkan oleh APLI untuk setiap perusahaan ataupun agen 
penjualan langsung. 
Namun, implementasi dari perlindungan hukum bagi korban 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM belum maksimal. Hal ini 
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disebabkan karena masyarakat yang menjadi korban sering tidak 
mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta kurangnya kesadaran hukum 
masyarakat yang menjadi korban penipuan bermodus bisnis MLM untuk 
melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian karena menganggap nilai 
kerugian yang diderita belum tentu kembali serta waktu yang terbuang 
bagi korban karena lamanya proses penyelesaian perkara terkadang tidak 
seimbang dengan jumlah kerugian yang dialami. Padahal sudah ada 
beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang sanksi pidananya dapat 
memberatkan pelaku sehingga kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM 
dapat diminimalisir. Akibatnya secara yuridis, selain korban mengalami 
kerugian materiil karena tidak kembalinya uang mereka, pelaku juga tidak 
















Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, disimpulkan 
bahwa: 
1.  Berkaitan dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan 
penipuan bermodus bisnis MLM, seseorang dapat menjadi korban 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1) menginginkan keuntungan 
dengan cepat; 2) terlalu mudah percaya dengan orang lain; 3) 
ketidaktahuan dalam membedakan bisnis MLM dan bisnis bermodus 
MLM; dan 4) tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. 
Berdasarkan derajat kesalahannya menurut teori Mendelshon, 
seseorang dapat menjadi korban kejahatan penipuan bermodus MLM 
karena karena kelalaiannya sendiri. Berdasarkan teori tipologi korban 
menurut Ezzat Abde Fattah dan Stephen Schafer maka korban 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM termasuk ke dalam 
participating victims. Sementara itu, jika dikaitkan dengan 
pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, maka korban 
kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM cenderung termasuk dalam 
kategori primary victimization. 
2.  Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan penipuan 
bermodus bisnis MLM diberikan oleh beberapa pihak, yaitu: 
95 
 
1) Pihak kepolisian dalam bentuk pemberian informasi tentang 
perkembangan kasus. 
2) Pihak pemerintah dalam bentuk regulasi tentang bisnis MLM 
dengan sistem penjualan langsung yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan 
Sistem Penjualan Langsung, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Perdagangan 
3) Pihak APLI dalam bentuk kode etik bagi perusahaan MLM dan 
agen penjualan langsung. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran 
yang dapat Peneliti berikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk bergabung menjadi 
anggota dalam bisnis MLM harus terlebih dahulu mengetahui apakah 
perusahaan bisnis MLM tersebut merupakan bisnis yang legal dengan 
melihat ada atau tidaknya SIUPL dan izin dari instansi yang terkait 
dengan jenis bisnis MLM yang dimiliki oleh perusahaan MLM tersebut 
dan apakah perusahaan tersebut merupakan anggota APLI, melihat 
ada atau tidaknya kantor perusahaan MLM yang akan diikuti, serta ada 
atau tidak pengurus yang jelas dari perusahaan MLM tersebut. 
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2. Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus mengenai 
bisnis MLM mengingat semakin berkembangnya bisnis MLM di 
Indonesia, di mana aturan tersebut memberikan perlindungan yang 
lebih sehingga jelas siapa yang akan bertanggung jawab/dilaporkan 
jika ternyata bisnis tersebut hanyalah bisnis bermodus MLM ataupun 
korban mengalami kerugian dari keanggotaanya dengan bisnis MLM 
yang legal, mengingat pertanggungjawaban pidananya susah 
dijatuhkan kepada siapa karena bisnis MLM menggunakan sistem 
jaringan yang independen, jadi apakah yang bertanggung jawab hanya 
pemilik perusahaan, atau orang yang mengajak, ataupun pemilik 
perusahaan dan orang yang mengajak menjadi anggota. 
3. Bagi pihak kepolisian senantiasa memberikan himbauan agar 
masyarakat berhati-hati sebelum mengikuti bisnis MLM dengan 
memberikan pengetahuan tentang bisnis MLM yang legal dan bisnis 
bermodus MLM. 
4. Bagi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) diharapkan 
memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dalam 
website yang dimilikinya tentang perusahaan mana saja yang 
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